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WALIKOTA MOJOKERTO 

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO 

NOMOR: 12 TAHUN 2012 

TENT ANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2013 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MOJOKERTO, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 181 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala 
Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama; 

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan 
perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Tahun 2013 yang ·dijabarkan kedalam Kebijakan Umum 
APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah 
disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan 
DPRD pada tanggal 17 Juli Tahun 2012; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mojokerto 
Tahun Anggaran 2013; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Daerah Kota Kecil dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa 
Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan 
Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di 
Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 551 ); 
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4421); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3242); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

15: Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

17. Peraturan Pemerintah Norn or 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5155); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4593); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4972); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian lnsentif Pemungutan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik 
Daerah; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, 
Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran 
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 
Keuangan Partai Politik; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 
Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 
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30. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kata Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan 
atas Peraturan Daerah Kata Mojokerto Nomor 7 Tahun 
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Dae rah; 

31. Peraturan Daerah Kata Mojokerto Nomor 5 Tahun 2010 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

32. Peraturan Daerah Kata Mojokerto Nomor 12 Tahun 2010 
tentang Pajak Daerah; 

33. Peraturan Daerah Kata Mojokerto Nomor 8 Tahun 2009 
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mojokerto 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kata Mojokerto Nomor 9 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kata Mojokerto 
Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal 
Pemerintah Kata Mojokerto. 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO 

dan 

WALIKOTA MOJOKERTO 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2013 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai 
berikut: 

1. Pendapatan Daerah 
2. Belanja Daerah 

Surplus I (Defisit) 

Rp 527.903.132.750,00 
Rp 571.108.747.750,00 - 

Rp (43.205.615.000,00) 

3. Pembiayaan Daerah : 
a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 

Pembiayaan Netto 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
tahun berkenan Rp 0- , 

Rp 45.805.615.000,00 
Rp 2.600.000.000,00 _ 

Rp (43.205.615.000,00) 
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Pasal2 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 
a. Pendapatan asli daerah sejumlah Rp 60.806.126.250,00 
b. Dana perimbangan sejumlah Rp 407.905.538.500,00 
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp 59.191.468.000,00 

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf a terdiri 
dari jenis pendapatan : 
a. Pajak daerah sejumlah Rp 16.788.057.900,00 
b. Retribusi daerah sejumlah Rp 6.913.205.750,00 
c. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah 

Rp. 5.000.000.000,00 
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah 

Rp 32.104.862.600,00 

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 
jenis pendapatan : 
a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sejumlah 

Rp 32.173.591.500,00 
b. Dana alokasi umum sejumlah Rp 354.452.407.000,00 
c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp 21.279.540.000,00 

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya 
sejumlah Rp 30.870.423.000,00 

b. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah Rp 27.922.735.000,00 
c. Bantuan keuangan dari provinsi/kabupaten/kota lainnya sejumlah 

Rp 398.310.000,00 

Pasal3 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : 
a. Belanja tidak langsung sejumlah Rp 254.793.970.300,00 
b. Belanja belanja langsung sejumlah Rp 316.314.777.450,00 

(2) Belanja tidak lanqsunq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
terdiri atas jenis belanja : 
a. Belanja pegawai sejumlah Rp 215.137.648.350,00 
b. Belanja hibah sejumlah Rp 33.672.872.000,00 
c. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp 1.796.500.000,00 
d. Belanja Bantuan keuangan kepada provinsi/kab/kota dan pemerintah 

desa sejumlah Rp 487.949.950,00 
e. Belanja tidak terduga sejumlah Rp 3.699.000.000,00 

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 
jenis belanja : . 
a. Belanja pegawai sejumlah Rp 41.290.401.100,00 
b. Belanja belanja barang dan jasa sejumlah Rp 163.615.545.050,00 
c. Belanja modal sejumlah Rp 111.408.831.300,00 
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Pasal4 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari: 
a. Penerimaan sejumlah Rp 45.805.615.000,00 
b. Pengeluaran_ sejumlah Rp 2.600.000.000,00 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 
pembiayaan : 
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) 

sejumlah Rp 43.555.615.000,00 
b. Penerimaan piutanq daerah sejumlah Rp 2.250.000.000,- 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 
pembiayaan : 
a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah 

Rp 2.500.000.000,00 
b. Pengembalian pada fihak ke Ill sejumlah Rp 100.000.000,00 

Pasal5 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi 

3. Lampiran Ill Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program dan Kegiatan; 

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan 
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi 
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 

7. Lampiran VII Daftar piutang daerah; 

8. Lampiran VIII Daftar pernyertaan modal (investasi) daerah; 

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahaan dan Pengurangan Aset 
Tetap Daerah; 

10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset 
lainnya; 
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11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang 
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun 
anggaran ini; 

12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan 

13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah; 

Pasal6 

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD; 

Pasal7 

Peraturan Daerah ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. 

Ditetapkan di Mojokerto 
Pad a tanggal 13 Desember 2012 

V\J AU KOlA MOJOKE'RlO 

ttd 

ABDUIL GANI SOEHARTONO 

Diundangkan di Mojokerto 
pada tanggal 13 Desernber 2012 

SIEKRET AR,IS DAEHAH KOT A f'vlOJOKERTO 

ttd 

'Ir. SUYfflNO. 1

M.Si 
Pembina Utama M dya 

NIP 19580101 198.J03 1 031 
LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2012 NOMOR 12 



 

sannan sesuai dengan as!inya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

ttd 

PUDJI HARDJONO SH 
NIP. 19600729198503 1 007 


